
LEl4BAIU.N DAE:RAH KABUPATEN WAY KANAN
 
TAHUN 2012 NOMOR 2
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 
NOMOR: 2 TABUN 2012
 

TENTANG 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAB 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 

BUPATI WAY KANAN, 

Menimbang: a.	 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai 
salah satujenis pajak Kabupaten /Kota: 

b.	 bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta 
sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah; 

c.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang 
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 

2.	 Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambanari Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 3209); 

3.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

4. Undang-Undang ..... 



14.	 Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik ' Indonesia Nornor 4437) 
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 32 
Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

15.	 Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang 
Perirnbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tarnbahan 
Lernbaran Negara RepubIik Indonesia Nornor 4438); . 

16. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 130, Tarnbahan 
Lernbaran Negara RepubIik Indonesia Nornor 5049); 

17.	 Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lernbaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2011 
Nornor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara RepubIik 
Indonesia Nornor 5234); 

18. Peraturan Pernerintah Nornor 27 Tahun 1983 tentang 
PeIaksanaan Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 
tentang Hukurn Acara Pidana (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nornor 6, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3258); 

19. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang 
PengeIoIaan Keuangan Daerah ( Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

20. Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedornan Pembinaan dan Pengawasan PenyeIenggaraan 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pernbagian Urusan Pernerintah antara Pernerintah, 
Pernerintahan Daerah Propinsi dan Pernerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara RepubIik 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

22.	 Peraturan ..... 



M,netapkan 

22.	 Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 
tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Intemasional 
yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 415); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 
Tahun: 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah 
Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124); 

27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 
Tahun 2011 Nomor 138); 

28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 
Tahun 2011 Nomor 139). 

Dengan Penetujuan Bersama
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

KABUPATEN WAY KANAN
 
dan
 

BUPATI WAY KANAN
 
MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

BAB I ..... 



12.	 Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam 
atau dilekatkan secara temp pada tanah dan/atau 
perairan pedalaman dan/atau laut. 

13. Nilai	 Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat 
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 
transaksi jual bell yang terjadi secara wajar, dan 
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual 
Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga 
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru, atau nilai jual objek pengganti. 

14.	 Badan adalah sekumpulan orang darr/atau modal 
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak- melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan Iainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, 
koperasi, dana perisiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi rnassa, organisaai sosial politik 
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap. 

15.	 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang 
dapat dikenakan pajak. 

16.	 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, 
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan 
pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

17.	 Masa Pajak adalah jangka waktu 1 [satu] bulan 
kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan 
Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan 
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang 
terutang. 

18.	 Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 
(satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 
tahun kalender. 

19.	 Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar 
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun 
Pajak, atau dalarn bagian Tahun Pajak sesuai dengan 
ketentuan· peraturan perundang-undangan 
pcrpajakan dacrah. 

20.	 Surat ..... 



20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan 
danjatau pembayaran pajak, objek pajak danj'atau ,	 bukan objek pajak, darr/atau harta dan kewajiban 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah. 

21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang se1anjutnya 
disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh 
Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah. 

22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran· atau 
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 
terutang. 

24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang 
selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang 
digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
terutang kepada Wajib Pajak. 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 
besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya 
tidak terutang. 

26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat STPD, adalah surat untuk me1akukan 
tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa 
bunga darr/ataudenda. 

27. Surat ..... 



•
 

27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat 
keputusan yang membetulkan kesaIahan tulis, 
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan daIam 
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang 
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 
Pernbetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 
atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

29. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan 
oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap 
suatu keputusan yang dapat diajukan banding 
berdasarkan peraturan perundang-undangan 
perpanjakan yang berlaku. 

30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan 
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

31.	 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 
dari penghimpunan data objek dan subyek pajak 
atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau 
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib 
retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun dan rnengelola data, keterangan, 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan secara profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban retribusi daerah dan Zatau untuk tujuan 
lain daIam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 
dan retribusi daerah. 

33.	 Penyidikan ..... 



33. Penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan, yang 
selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana dibidang Pajak 
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

BAB II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal2 

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau 
Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan 
kawasan yang digunakan untuk kegialan 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

kecuali 
usaha 

Pasal3 

(1)	 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang 
dimiliki, dikuasai darr/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 
pertambangan. 

(2)	 Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah : 
a.	 jalan lingkungan yang terletak dalam satu 

kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan 
ernplasemennya, yang merupakan suatu 
kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; 

b.	 jalan tol; 
c.	 kolam renang: 
d.	 pagar mewah; 
e.	 tempat olahraga; 
f.	 galangan kapal, derrnaga: 
g.	 taman mewah; 
h.	 tempat penampunganykilang minyak, air dan gas, 

pipa minyak; dan 
I.	 menara. 

(3)	 Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak 
yang: 
a.	 digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk 
pcnyclcnggaraan pcmcrintahan; 

b.	 digunakan ..... 



b.	 digunakan semata-mata untuk melayani 
kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, 
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, 
yang tidak di maksudkan untuk memperoleh 
keuntungan; 

c.	 digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala 
atau yang sejenis dengan itu; 

d.	 merupakan hutan lindung, hutan suaka alarn, hutan 
wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang 
dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum 
dibebani suatu hak; 

e.	 digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat 
berdasarkan atas perlakuan timbal balik; 

f.	 digunakan oleh badan atau perwakilan lernbaga 
internasional yang ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

(4)	 Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
ditetapkan sebesar RpI2.500.000,OO (dua belas juta 
lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 

Pasa14 

Subjek Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara 
nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bumi dari/atau memiliki, 
menguasai danl atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

Pasal5 

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas Bumi danlatau memperoleh 
manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, 
darr/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

DAB III
 
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN
 

CARA PERHITVNGAN PAJAK
 

Pasa16 

(I)	 Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan adalah adaJah N.JOP. 

(2)	 Besar NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) di 
tetapkan setiap 3 [tiga] tahun, kecuali untuk objek 
pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai 
dengan perkembangan wiJayah. 

(3)	 Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 7 ..... 



Pasal7 

(1)	 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan ditetapkan sebagai berikut ; 
a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % 
(nol koma satu persen) per tahun; 

b. untuk NJOP diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua 
persen) per tahun. 

(2)	 Dalam hal pemanfaatan bumi darr/ atau bangunan 
dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, 
maka tarif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a 
dikenakan tambahan tarif sebesar 50 % (lima puluh 
persen) sehingga menjadi 0,15 % (nol koma lima belas 
persen) per tahun. 

(3)	 Pemanfaatan bumi dan/ atau bangunan yang dapat 
menimbulkan gangguan terhadap lingkungan adalah 
pemanfaatan burni dan/ atau bangunan yang dapat 
menyebabkan peneemaran udara, peneemaran air, 
peneemaran tanah dan gangguan suara. 

(4)	 Dalam hal pemanfaatan bumi danJatau bangunan 
ramah lingkungan danj atau merupakan bangunan 
atau lingkungan eagar budaya, maka dapat diberikan 
pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari 
tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut : 
a.	 untuk NJOP sarnpai dengan Rp. 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,05 % 
(nol koma nol lima persen) per tahun; 

b.	 untuk NJOP diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma 
satu persen) per tahun. 

(5)	 Pemanfaatan burni danJ atau bangunan ramah 
lingkungan danJatau merupakan bangunan atau 
lingkungan eagar budaya adalah sebagai berikut ; 
a.	 pemanfaatan bumi darr/atau bangunan industri 

ramah lingkungan. yang tidak menyebabkan 
pencemaran udara, pencemaran air, peneemaran 
tanah dan gangguan suara; dan 

b.	 bangunan atau lingkungan eagar budaya yang 
ditetapkan sebagai bangunan atau lingkungan 
eagar budaya berdasarkan Keputusan Bupati serta 
pemanfaatan dan pengelolaannya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Pasal8 ..... 



,
 

Pasal8 

Bc-sa ran pokok j"Ji'lk 13urni dun Il:lllgunan Pcrdcsaun dun 
Pcrkot an n .\"'lrlg Ict"t1!,;-lng dihitung dcng':lll cura mcngalikan 
t a r if sebugai11lilIla d imuk aud ri.vla m Pasn l 7 dcngan dasa r 
p('ngl~n;J;lJl jJ,1j;ik s('IJag;,lirn<lnLl diruaksud datum Pa su] b 

ava t (J) S('[C[il!l clik uru nuj uleh NiI"i ,Jual Objck Pajak Tidak 
l(en'l !'ajak SCbil.l~aill1illla dirn'lkslid dnln m Pusal J »vat. (4). 

BABIV
 
WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Pasal9 

l.ct ak objck paj.rk 13umi d'lll 13angunun Pcrdcsaan dan 
f'erkol:wn IlTUliillg 'HI:Ji,Ji1 di Wilavah Kabupatcn Way 
Kanan. 

BABV 
MASA PAJAK 

Pasal 10 

(I)	 Tuh u n 1"I.lilk "d,lI,tll j"ugk" \\'lklu yang luma nvu 
(s'!lu) ta h un ku kn dr-r 

(2)	 Sa'll yung mc-nctuuku n pajak Icru(ang adalah mcnurut 
kcaduan objek p"j"k p'ld'l t,mggal I .Januari. 

(:3)	 Masu p.ijuk cl inu i'ru t:illgg,Ji I .Junuari dun hcra khir :3 I 
Dc.sc-rnbrr p",I:, liJlll.!'l IJlTkl'llddn. 

BAB VI
 
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
 

Pasal 11 

(I)	 !)endulaiill clila kuk.u: dr: II g" I I trIl'llggUtHlkan SPOP. 

(21	 SPOP seb"g'lillliln'l ciirn"kslid du lu m avat (I) hnrus diisi 
dcngHrl jt'l;lS, lxnn r , dan Il'ngkLlp scrLa rlilandu tangani 
dan di surup.uk.i.: kcp"ci:l I1l1fluli sclurnbat-Iamb'llnva 
:lO (fig:! puluh] liar; sl'!el:dl l'lIlggaI ditcrimanya SPUP 
olch s ubjcic I':lj:l k. 

(:3)	 !-:ctcnll.l<H1 lcbi l: lanjut IIlt'lIgen"i t a t a cara pcndutuu n 
dan pclapor.u: Olliek P"I"k scbagaimana dimaksud 
P:Ilia ,l\'111 (I) d i.u ur' d[,llgill1 Pcr.u ura n Bu pa i i. 

Pasal 12 

(I)	 Bcrdusarkuu SI'O!' sebag'j;m'1Ila dirnuk s ud du la m pasul 
11 ava: (I), 13upaLi mc-nc.rhit k.m SPPT. 

(2)	 Hupa t i d''1)''1 rn['ngclu:rrk,tn Sf'I'!) dalum hal-hal 
schng<-li h.-rik ut 

,1. SI'OI' S,·IJiI.~ail\l:lllit rlimu k xurj du la rn ['as,,1 I J ay,lI 

('2) iid.ik d,o.;'trnp"ik,tll '\'"1 selclah Wajib Pajak 
dilcgllr s['ear'l tl'llul\s (iI('1i Hupali scbctgairnalli\ 
ditc n t u k a n rl.tl.n i: SlInil Tl'gliran. 

b. bcrdusa rkan .... 

http:surup.uk.i


b.	 berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 
temyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari 
jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang 
disampaikan oleh Wajib Pajak. 

DAB VII 

PEMlfflOVTAlf PAJAK
 
Bagian Kesatu
 

Tata Can Pemungutail
 

Paea11a 

(1)	 P<anunsuta.n Pajak BUlTIi dan B<lll/;Uno.n .dilarang 

diboronzkan. 
(2)	 Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang 

berdasarkan SPPT atau SKPD. 

Pasal14 

(1)	 Tata cara penerbitan SPPT dan SKPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

(2)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian 
dan penyampaian SPOP, SPPT, SKPD, sebagaimana 
dimaksud da!am Pasa! 11, Pasa! 13 ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua
 
Surat Tagiban Pajak
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(1)	 Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan 
STPD jika: 
a.	 pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang 

dibayar; 
b.	 dari hasil penelitian terdapat kekurangan 

pembayaran sebagai akibat salah tulis danj'atau 
sa!ah hitung; dan 

c.	 wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa 
bunga dan/atau denda. 

(2)	 SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh 
tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan 
ditagih melalui STPD. 

Bagian Retiga
 
Tata can Pembayaran dan Penagihan
 

PasaI 16 

(1)	 Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) harus dilunasi 
selambat-Iambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal 
diterimanya SPPT oleh wajib pajak. 

(2)	 SPPT ..... 
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(1)	 Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding 
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk 
paling lama 24 (dua puluh ernpat] bulan. 

(2)	 lrnbalan bunga sebagaimana dimkasud pada ayat (1) 
dihitung sejak bula.n pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya SKPDLB. 

(3)	 Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau 
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh 
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan 
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar 
sebelum mengajukan keberatan. 

(4)	 Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan 
banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 
50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tidak dikenakan. 

(5)	 Dalam hal permohonan banding ditolak atau 
dikabulkan sebagian, wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 100% (seratus 
persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan 
Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang 
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

Bagian Kelima
 
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan clan
 
Penghapusan atau Pengurangan sanksi Administratif
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(1)	 Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 
Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, STPD, atau 
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesaiahan 
tulis danj'atau kesalahan hitung danr'atau kekeliruan 
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2)	 Bupati dapat : 
a.	 mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administratif berupa bunga, denda dan kenaikan 
pajak yang terutang menurut peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi 
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak 
atau bukan karena kesalahannya; 

b.	 mengurangkan atau membatalkan SKPD/SPPT, 
STPD atau SKPDLB yang tidak benar; 

c.	 mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d.	 membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan 

pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak 
sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 

e. mengurangkan ..... 



e.	 mengurangkan ketetapan pajak terutang 
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar 
Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 

(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratif dan 
pengurangan atau pembatalan ketetapan paiak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB VIII 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal24 

(1)	 Atas ke1ebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2)	 Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 
bulan, sejak diterimanya pennohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), harus mernberikan keputusan. 

(3)	 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) te1ah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu 
keputusan, pennohonan pengembalian pembayaran 
Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan. 

(4)	 Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, 
ke1ebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi 
terlebih dahulu utang Pajak tersebut, 

(5)	 Pengembalian ke1ebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan da1am 
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKPDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
dilakukan sete1ah lewat 2 (dual bulan, Bupati 
memberikan imbalan bunga eebesar 2% (dua persen] 
setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
pembayaran pajak. 

(7)	 Ketentuan lebih lanjut : mengenai tata cara 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB IX .....
 



BABIX
 
KEDALUWARSA PENAGIHAN
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(1)	 Hak untuk melakukan _ penagihan Pajak menjadi 
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun 
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila 
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah. 

(2)	 Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tertangguh apabila : 
a.	 diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; 

atau 
b.	 ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik 

langsung maupun tidak langsung. 

(3)	 Dalarn hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
pcnyampaian Surat Paksa tersebut. 

(4)	 Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak 
dengan kesadarannya menyatakan masih mernpunyai 
utang Pajak dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Daerah. 

(5)	 Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari 
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib 
Pajak. 

Pasal26 

(1)	 Piutang Pajak yang tidak mungkin diLagih lagi karena 
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa 
dapat dihapuskan. 

(2)	 Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 
Pajak Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I). 

(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan 
piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BABX 
PEMERIKSAAN 

Pasa127 

(1)	 Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
daerah dalam rangka melaksanakan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2)	 Wajib Pajak yang diperiksa wajib : 

a.	 Memperlihatkan.... 



a.	 memperlihatkan dany atau meminjamkan dokumen 
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek pajak yang terutang; 

b.	 memberikan kesempatan untuk mernasuki tempat 
atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan 
bantuan guna kelancaran perneriksaan; dan/atau 

c.	 memberikan keterangan yang diperlukan. 

(3)	 Apabila pada saat perneriksaan, Wajib Pajak tidak 
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) rnaka pajak terutang ditetapkan secara jabatan. 

(4)	 Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara perneriksaan 
Pajak diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABXl 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasa128 

(1)	 Instarisi yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan dapat diberi insentif atas dasar 
pencapaian kinerja tertentu. 

(2)	 Pemberian insentif sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(3)	 Ketent'uan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 
dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BAB XII 
KETENTUAN KHUSUS 
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(1)	 Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak 
lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan 
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau 
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2)	 Larangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berlaku 
juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati 
untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(3)	 Dikecualikan dari keterituan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) adalah : . 
a.	 Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi 

atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; 
b.	 Pejabat danj'atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh 

Bupati untuk memberikan keterangan . kepada 
pejabat lernbaga negara atau instansi Pemerintah 
yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam 
bidang keuangan daerah. 

(4] Untuk ..... 



(4)	 Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi 
izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), agar memberikan keterangan, 
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib 
Pajak kepada pihak yang ditunjuk. 

(5)	 Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam 
perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim 
sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara 
Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada 
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan 
tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 
memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan 
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. 

(6)	 Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
harus menyebutkan nama tersangka atau nama 
tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara 
perkara pidana atau perdata 'yang bersangkutan dengan 
keterangan yang diminta. 

DAB XIII
 
KETENTUAN PENYIDIKAN
 

Pasal30 

(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daearah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3)	 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah : 
a.	 menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi 
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas; 

b.	 meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau Badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan 
Retribusi; 

c.	 meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

d.	 merneriksa ..... 



d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah dan Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen 
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan 
bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

g. menyuruh berhenti danl atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang 
dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana pcrpajakan Dacrah dan Rctribusi; 

1.	 memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

J.	 menghentikan penyidikan; danj'atau 
k.	 melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaraan 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BABXIV 
KETENTUAN PIDANA 
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(I)	 Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang 
karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban 
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda 
paling banyak RpA.OOO.OOO,OO (empatjuta rupiah). 

(2)	 Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang 
dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau 
seseorang yang rnenyebabkan tidak dipenuhinya 
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(3)	 Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan 
atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. 

(4)	 Tuntutan ..... 



(4)	 Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut 
kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib 
Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. 

Pasal32 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan 
ayat (2) merupakan penerirnaan negara. 

BAH XVII
 
KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal33 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2013. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way 
Kanan. 

Ditetapkan di Blarnbangan Umpu 
pada tanggal 26 Juni 2012 

BUPATI WAY KANAN, 

Dto 

BUSTAMI ZAINUDIN 

Diundangkan di Blambangan Umpu 
padatanggal 26 Juni 2012 

SE.KRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, 

Dto 

BUSTAM HADOR! 

LEMBARAN DAERAH KABUPA EN WAY KANAN TAHUN 2012 NOMOR 
2 



PENJELASAN
 
ATAS
 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 
NOMOR 2 TABUN 2012
 

TENTANG 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

I. UMUM 

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar­
besarnya kemakmuran rakyat. Selain daripada itu, Pajak Daerah 
merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki 
peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan 
keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah dan pelayanan umum. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j Undang­
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, disebutkan bahwa Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupateri/Kota, sehingga 
Pemerintah Kabupaten Way Kanan berwenang memungut Pajak Bumi 
dan Bangunan khususnya sektor perkotaan dalam Peraturan Daerah. 

Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum 
dalam pengenaan Pajak Daerah sehubungan dengan hak atas bumi 
aen] atau perolehan manfaat atas burni danlatau kepernilikan, 
penguasaan darr/ntau perolehan manfaat atas bangunan. Selain itu 
dengan ber1akunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat 
memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan 
sesuai dengan kemampuannya. 

II. PASAL OEMI PASAL 

Pasal 1 Cukup jelas. 

Pasal2 Cukup jelas. 

Pasa13 

Ayat (1); Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah 
dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah 
yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang 
diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi 
wilayah usaha pertambangan. 

Ayat (2) Cukup jelas. 

Ayat (3) ..... 



Ayat (3) 

Hurufa Cukup jelas. 

Hurufb Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan 
untuk memperoleh keuntungan" adalah bahwa 
objek pajak itu diusahakan untuk melayani 
kepentirigan umum, dan nyata-nyata tidak 
ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini 
dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar 
dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan 
yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, 
kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional 
tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan 
wisata milik negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Huruf c Cukup jelas. 

Huruf d Cukup jelas. 

Huruf e Cukup jelas. 

Huruf f Cukup jelas. 

Ayat (4):	 Cukup jelas. 

Pasal 4 Cukup jelas. 

Pasal 5 Cukup jelas. 

Pasal6 

Ayat (1):	 Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan : 

a.	 perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, 
adalah suatu pendekatarr/rnetode penentuan nilai 
jual suatu objek pajak dengan cara 
membandingkannya dengan objek pajak lain yang 
sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya 
sarna dan tclah dikctahui harga jualnya; 

b.	 nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan 
/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak 
dengan cara menghitung seluruh biaya .yang 
dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada 
saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan 
penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut; 

c.	 nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan 
/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang 
berdasarkan pada hasil produksi objek pajak 
tersebut. 

Ayat (2):	 Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun 
sekali. 
Dalam hal terjadi perkembangan pembangunan yang 
mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, 
maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. 

Ayat (3)	 Cukup jelas. 

Pasal 7 ..... 



Pasal7 

Ayat (1) : 

Ayat (2) : 

Pasal7 

Ayat (4) 

Ayat (5) 

Pasal8 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pencemaran Udara, disebabkan oleh hasil limbah 
industri, limbah pertambangan, yang dapat mencemari 
udara. Asap-asap hasil pembuangan tersebut terdiri 
atas karbon monoksida, karbon dioksida, Khloro Fluoro 
Karbon, dan belerang dioksida. 

Pencemaran suara, disebabkan oleh Pencemaran suara 
yang timbul dari bising-bising suara aktivitas industry. 

Pencemaran air, disebabkan oleh limbah industri 
berupa polutan organik yang berbau busuk, polutan 
anorganik yang berbuih dan berwama, polutan yang 
mengandung asam belerang berbau busuk, dan polutan 
bcrupa cairan panas. 

Pencemaran tanah, disebabkan oleh sampah organik 
dan anorganik yang berasal dan Jimbah industri. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Nilai jual objek pajak sebelum diterapkan tarif pajak 
dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Objek Pajak 
Tidak Kena Pajak sebesar RpI2.500.000,00 (dua belas 
juta lima ratus ribu rupiah). 

Contoh: 

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa: 
•	 Tanah seluas 800 rn? dengan harga jual 

Rp. 300.000,-1 m 2 ; 

•	 Bangunan seluas 400 m 2 dengan nilai jual 
Rp.350.000,-lm2 ; 

•	 Taman seluas 200 m 2 dengan nilai jual 
Rp. 50.000,-lm2 ; 

•	 Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 

1,5 m dengan nilaijual Rp. 175.000,-lm2 • 

Besamya pokok pajak yang terutang adalah sebagai 
berikut: 

1.	 NJOP Bumi : 800 x Rp. 300.000,- = 
Rp. 240.000.000,­

2.	 NJOP Bangunan : 

a.	 Rumah dan garasi 
400 x Rp. 350.000,- = Rp. 140.000.000,­

b.	 Taman 
200 x Rp. 50.000,- = Rp. 10.000.000,­

c.	 Pagar ..... 



c.	 Pagar 
(120 x 1,5) x Rp.175.000,- = Rp. 31.500.000,- + 

Total NJOP Bangunan	 Rp.181.500.000,­

Total NJOP Bumi dan Bangunan = Rp.421.500.000,­

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ­
RD.	 12.500.000,­

3.	 Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = 
RpA09.000.000,­

4.	 Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
0,1 % 

5.	 Pajak Bumi dan Bangunan terutang : 

0,1% x Rp. 409.000.000,- = Rp. 409.000,­

•	 Dalam hal pemanfaatan objek pajak bumi danj'atau 
bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap 
lingkungan : 

Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
0,15 % 

Pajak Bumi dan Bangunan terutang : 

0,15% x Rp. 409.000.000,- = Rp. 613.500" 

•	 Dalam hal pemanfaatan objek pajak bumi dan/atau 
bangunan ramah Iingkungan atau merupakan 
bangunan atau lingkungan eagar budaya : 

Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah 0,05% 

- Pajak Bumi dan Bangunan terutang : 

0,05% x Rp. 409.000.000,- = Rp. 204.500" 

Pasal9 Cukup jelas, 

Pasal10 

Ayat (1): Cukup jelas 

Ayat (2):	 Karena tahun pajak dimulai pada tanggal 1 januari, 
maka keadaan objek pajak pada tanggal tersebut 
merupakan saat yang menentukan pajak yang 
terhutang. 

Contoh: 

a.	 Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2011 berupa 
tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Februari 
2011 bangunannya dibongkar, maka pajak yang 
terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak 
pada tanggal 1 januari 2011, yaitu keadaan sebelum 
bangunan dibongkar. 

b.Objek ..... 



Ayat (3) 

Pasal 11 

Ayat(l) : 

Ayat (2) : 

Ayat (3) : 

Pasal 12 

Pasal13 

Pasal14 

Pasal 15 

Pasal 16 

Ayat (1) : 

Ayat (2) : 

Ayat (3) : 

b.	 Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2011 berupa 
sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada 
tanggal 10 Mei 2011 dilakukan pendataan, ternyata 
diatas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, 
maka pajak yang terutang untuk tahun 2011 tetap 
dikenakan pajak berdasarkan keadaan pada tanggal 
1 Januari 2011, sedangkan bangunannya baru 
akan dikenakan pada tahun 2012. 

Cukupjelas 

Dalam rangka pendataan, Wajib Pajak akan diberikan 
Surat Pemberitahuan Objek Pajak untuk diisi dan 
dikembalikan kepada Bupati. 

Yang dimaksud dengan jelas, benar dan lengkap 
adalah : 

- Jelas, berarti penulisan data dalam SPOP dibuat 
sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah 
tafsir yang dapat merugikan daerah maupun Wajib 
Pajak sendiri. 
Benar, berartidata yang dilaporkan harus sesuai 
dcngan keadaan yang sebcnarnya, seperti luas tanah 
danjatau bangunan, tahun dan harga perolehan dan 
seterusnya sesuai dengan kolom-kolomjpertanyaan 
yang tertera pada SPOP. 

Cukup.jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Apabila SPPT diterima oleh Wajib Pajak pada tanggal 1 
Mei 2011, maka jatuh tempo pembayarannya adalah 
tanggal 31 Agustus 2011. 

Apabila Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak 
baik berupa SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau 
STPD atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat 
Keputusan Keberatan atau Putusan banding pada 
tanggal 1 Juli 2011, yang menyebabkan jumlah pajak 
terutang bertambah, maka Wajib Pajak harus melunasi 
pajak terutangnya paling lambat 31 Juli 2011. 

Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo 
pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh 
tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka 

waktu ..... 



Ayat (4) : Cukup jelas. 

Ayat (5) : Cukup jelas. 

Ayat (6) : Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai tanda terima 
surat keberatan apabila surat tersebut memenuhi 
syarat sebagai surat keberatan. Dengan dernikian, 
batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak 
tanggal penerirnaan surat dimaksud. 

Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat 
sebagai surat keberatan dan Wajib Pajak 
memperbaikinya dalam batas waktu penyampaian surat 
keberatan, batas waktu penyelesaian keberatan 
dihitung sejak diterima surat berikutnya yang 
memenuhi syarat sebagai surat keberatan. 

Pasal 19 Cukup jelas, 

Pasal20 Cukup jelas. 

Pasa! 21 Cukup jelas, 

Pasal22 Cukup jelas. 

Pasal23 

Ayat (1):	 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Hurufa Cukup jelas. 

Hurufb Cukup jelas. 

Hurufc Cukup jelas. 

Huruf d Cukup jelas. 

Hurufe Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu objek 
pajak", antara lain objek pajak yang terkena 
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa 
diluar kemampuan manusia. 

Ayat (3) : Cukup jelas. 

Pasal24 Cukup jelas, 

Pasal25 Cukup jelas, 

Pasal26 Cukup jelas, 

Pasal27 Cukup jelas. 

Pasal28 

Ayat (1) :	 Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan 
pemungutan" adalah dinas /badanylembaga yang tugas 
pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak. 

Ayat (2) :	 Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui 
pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah yang membidangi masalah keuangan. 

Ayat (3) ..... 



II. 

Ayat (3) : 

Pasal29 

Pasal 30 

Pasal31 

Ayat (I) : 

Ayat (2) : 

Ayat (3) : 

Ayat (4) : 

Pasal32 

Pasal33 

Cukup je1as. 

Cukupjelas 

Cukup jelas. 

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada 
pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati 
dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan 
mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan 
kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam 
memberikan data dan keterangan kepada pejabat 
mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu, 

Cukup jelas. 

Cukup jelas, 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

T.utBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 
2012 NOMOR 142 




